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KEBERSIHAN KOTA PALEMEANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG|

rangka meningkatitan kualitas. kuantitas dan
kontunitas pengelolaan sampah sera dalam upava pemenuhan
kebutuhan pelayanan listrik masyarakat melalui pemanfatan
potensi sampah, maka diperlukan suatu kelembagaan yang

mengelola pembangkit listrik tenaga sampah secara terpadu dan
terintegrasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf &, perlu menetapkan Peraturan Walikota tenlang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

(UPT) Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Sukawinatan
pada Dinas Kebersihan Kota Palembang;

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat 11 dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesiy Nomor 1821);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan

Sampah (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2008
Nomor 69);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 1entang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5387) scbagaimanh telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Unglarig Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah ([lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturafy. ...
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Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Ncgara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 474 1);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota
Palembang (Lembaran Dacrah Kbta Palembang Tahun 2008
Nomor 9) schugaimana telah dilibah beberapu kali terakhir
dengan  Peraturan  Daerah  Kota Palembang Nomor 12
Tahun 2012 tentang Perubahan Hedua Atas Peraturan Daerah
Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota
Palembang (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

! PERATURAN WALIKOTA TENTANG FEMBENTUKAN ORGANISASI

DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS {(UPT) PEMBANGKIT

LISTRIK TENAGA SAMPAH (PLTSa) BUKAWINATAN PADA DINAS
KEBERSIHAN KOTA PALEMBANG

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Walikota ini yang dinmaksud dengan :

o e b

Daerah adalah Kota Palembang.

Walikota adalah Walikota Palembarg.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Dacrah Kota Palembang.
Dinas adalah Dinas Kebersihan Kota Palembang.

Kepsala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan Kota Palembang.

Unit Pelaksana Teknis Pengelolagn Pembangkit Listrik Tenaga
Sampah Sukawinatan yang selafdjutnya disingkat UPT PLTSa
Sukawinatan adalah UPT pengelolaan pembangkil tenaga listrik
sampah sukawinatan, pada Dinas <ebersihan Kota Palembang.

Kepala Unit Peluksana Teknis Péngelolaan Pembangkit Listrik
Tenaga Sampah yang selanjutnya disingkat Kepala UPT PLTS
adalah Kepala UPT PLTSa Sukawinatan pada Dinas Kebersiban
Kota Palembang.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana kegiatan
teknis berdasarkan bidang Keahlian pada UPT PLTSa
Sukawinatan.

Q. Sampah.. .
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Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau
proses alam vang berbentuk padat.

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis,
menycluruh, dan berkesinambungan vang meliputi pengurangan
dan penanganan sampah.

Instalasi Pembangkit Listrik Tenags Sampah adalah sarana dan
prasarana pembangkit listrik tenags sampah domesrik, termasuk
sistem jaringan yang dikelola UPT,

Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Siampah (PLTSa) Sukawinatan
adalah kegiatan menyediakan listrik dari sampah di TPA
Sukawinatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar
mendapatkan kehidupan yang scha:, dan produktir.

. Penvelenggaraan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah adalah

Upaya yang sistematis, menyelufuh dan berkesinambungan
dalam merencanakan, melaksanakén, mengelola, memantau dan
mengevaluasi pengelolaan sampah inenjadi tenaga listrik.

Perencanaan pembangkit listrik t¢naga sampah adalah suatu
proses  kegiatan untuk menentitkan tindakan yang akan
dilakukan secara menyeluruh dan lerpadu terkait dengan aspek
non fisik (peran masyarakat, kelemnbagaan, dan legalitas | dan
aspek fisik (teknis dan operasional, serta pembiayaan) dalam
penanganan sampah menjadi tenaga listrik.

- Pelaksanaan pembangkit listrik tenjiga sampah adalah rangkaian

kegiatan pembangunan  pengoperasian, perawatan dan
rehabilitasi prasarana dan sarara fisik dan non fisik yang
dipunakan terhadap pembangpkit lisirik tonaga sampah.

Pemantauan pembangkit listrik teniaga sampah adalah kegiatan
pengamatan menyeluruh dan terpadu terhadap seluruh hasil
pelaksanaan pembangkit listrik tenaga sampah.

Evaluasi pembangkit listrik tensga sampah adalah kegiatan
penilaian  terhadap scluruh pefencanaan, pelaksanaan dan
pemantauan penyelerigearaan pembangkit listrik tenaga sampah
untuk kemudian dijadikan masukin perbaikan dan peningkatan
kinerja pembangkit listrik tenaga sampah.

BAB 1|
PEMBENTUKAN

Pasal .'.-‘.

Dengan Peraturan Walikota ini, dibéntuk UPT Pembangkit Listrik
Tenaga Sampah (PLTSa) Sukawinatall pada Dinas Kebersihan Kota
Palembang.

BABIL........coeuree
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BAB Il |
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 3

UPT PLTSa Sukawinatan berkedudhkan sebagai Unit Pelaksana
Teknis Pada Dinas Kebersihan Kota Palembang.

UPT (PLTSa) Sukawinatan, dipimpin oleh seorang Kepala vang
dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas dan sccara operasional dibawah
koordinasi Kepala Bidang pengelolaan TPA dan Limbah.

Bagian Kedua
Tugas pokok dan fungsi

Pasal 4

UPT PLTSa Sukawinalan sebagaimena dimaksud dalam Pasal 2
mempunyai  tugas pokok melaksanakan kegiatan  teknis
pembangkit listrik tenaga sampah sésuai dengan kebijakan yang
telah ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) UPT PLTSa Sukawinatan mempunyai fungsi:

a, penyusunan rencana program kerja dan anggaran kegiatan
pembangkit listrik tenaga sampah;

b. penyelenggaraan administrasi dan teknis penyelenggaraan
pembangkit listrik tenaga sampah;

¢. pemeliharaan sarana dan prasarana pembangkit listrik tenaga
sampah;

d. penyelenggaraan proses produksi, distribusi, pelayanan dan
pemasaran seria urusan personalia dan keuangan.

¢. pengendalian dan peombinaan kegiatan pembangkit listrik
tenaga sampal;

f. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka
kerjasama antar daerah, kemitraan dan jcjaring dalam
pengelolaan pembangkir listrik tenaga sampah;

g. pelaksanaan kegiatan pcnyuluhar‘&, sosialisasi, komunikast dan
pramosi kepada masyarakat guna meningkatkan keperdulian
terhadap pengelolaan pembangkit listrik tenaga sampah;

h. penyediaan  informasi  kepada  masyarakal ~mengenai
pembangkit listrik tenaga sampahy

i. penyelenggaraan...........
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i. penyelenggaraan kegiatan survey dan  penelitian  guna
menunjang pengembangan pembingkit listrik tenaga sampah;

j- penyusunan dan penyampaian liporan pelaksunaan kegiatan
kepada Kepala Dinas; dan

k. pelaksanaan monitoring dan evalilasi program kerja.
BAB IV
ORGANISAS]

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 5

{1) Susunan Organisasi UPT' PLTSa Sukawinatan, terdiri dari:

a. Kepala;

b. Kepala Subbagian Tata Usaha;
<. Koordinator;dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Strukrur Organisasi UPT  PLTSa Sukawinatan
scbagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran

dan merupakan bagian yang tidalz terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

Bagian Kedua
Bidang Tugas
Pasal 6

Kepala UPT PLTSa Sukawinatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayart (1) huruf a, mempunyai tugas pokok memimpin dan
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT UPTSa
Sukawinatan, serta melakukan pembitiaan dan pengawasan kepada
bawahannya.

Pasal 7

Kepala Subbagian Tata Usaha schagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai luigas pokok:

a. melakukan kegiatan administrasi’ sural menyurat, perjalanan
dinas dan kearsipan;

b. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;

c. menyelenggarakan unsur rumahl tangga, perlengkapan dan
kehumasan;

d. menyelenggarakan administrasi pengelolaan barang dacrah;
¢. mengelola administrasi keuangan; lan

f.  menyusun laporan kegiatan UPT PLTSa Sukawinatan.

Pasal 8....cccveeenenns
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Pasal

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf ¢ mempunyai ugas pokok melaksanakan urusan teknis
yang berkaitan dengan tugas: dan  fungsi UPT PLTSa
Sukawinatan,

Koordinator terdiri dari:

a. Koordinator Produksi mempuiiyai tugas pokok mengawasi
scluruh  kegiatan  produksi cdunulai dari  persiapan  dan
pengolahan bahan (sampah) menjadi listrik melalu LFG
Flaning System;

b. Koordinator Distribusi dan Pemasaran mempunyai tugas
pokok melakukan kegiatan pslayanan pendistribusian dan
pemasaran hasil dari pembangkit listrik tenaga sampah.

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional se¢bagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 avat (1) huruf d mempunyai tugas pokok melaksanakan
tugas dan fungsi UPT PLTSa Sukawinatan sesuai dengan bidang
keahliannya dan berpedoman pada ketentuan  peraturan
perundang-undangan berlaku.

Jabatan Fungsional yvang ada pada UPT (PLTSa) Sukawinatan
terdiri diri:

a. Jabaran Fungsional Teknik Peavehatan Lingkungan adalah
PNS yang mempunyai ruang lingkup tugas, ranggung jawab
dan wewenang untuk mglakukan  kegiatan  teknik
penyehatan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan vang berlaku; dan

b. Jabatan Fungsional Inspektur ketenagalistrikan adalah PNS
yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan
wewenang untuk melakukan kegiatan ketenagalistrikan
sesuai dengan peraturan | perundang-undangan yang
berlaku.

BABV |
TATA KERJA

Bagian Pertzma
Umum

Pasal ]0

kepala UPT PLTSa Sukawinatan, kepala Tata Usaha, koordinator
dan Jabatan Fungsional dalam nielaksanakan tugasnya wajib
menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi
dan simplifikasi baik didalam maupun diluar UPT PLTSa



(2) kepala UPT PLTSa Sukawinatan, melaksanakan tugas puokok
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

(3) kepala UPT PLTSa Sukawinatan, wajib memberikan petunjuk,

bimbingan dan pengawasan bagi pelaksanaan tugas kepada
bawahannya.

(4] koordinator wajib menyampaikan laporan terhadap pengelolaan
tugasnya secara leratur, jelas dan lepat wakwuu kepada
kepala UPT PLTSa Sukawinatan,

(5] kepala UPT PLTSa Sukawinatan, wajib memberikan laporan
pelaksanaan tugas secara berkala (an sewaktu walku apabila di
perlukan Kepala Dinas.

Bagian Kedha
Kepegawaian

Pasal 11

(1) Kepala UPT PLTSa Sukawintan dan Kepala Subbagian Tata
Usaha scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan b,
diangkat dan berhentikan oleh Walikota atas usul Sckretaris
Daerah dengan memperhatikan safan dan pertimbangan Kepala
Dinas. '

(2) Kepala UPT PLTSa Sukawinatan, sebagaimana dimaksud pada
ayal (1), merupakan jabatan struktural eselon 1V a.

(3) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), merupakan jabatan strukiural eselon IV b,

(4) Kepala UPT PLTSa Sukawinatan, berkewajiban dan bertanggung
jawab dalam pembinaan kepegawaian dilingkungan UPT PLTSa
Sukawinatan,

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 12/

Pembiayaan penyelenggaraan UPT PLTSa Sukawinatan bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan @ belanja Negura, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Fendapatan lain-lain vang sah.

BAB VIT.
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai urgian tugas serta hal lain yang
belum diawr dalam Peraturan Walikota ini, diatur dan ditetapkan
vleh Kepala Dinas yang difasilitasi oleh Kepala UPT PLTSa
Sukawinatan sesuai Analis Jabatan, Analis Beban Kerja dan
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VT ..o



DAL VIIT

PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar scliap orang mengetahuinya, m

tmerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerzh

Kota Palembang.

Dite

pada tanggal |

WAL

Diundangkan di Palembang
pada tanggal (8 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG,

UCQPK HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2013

tapkan di Pplembang
peLiember 2015

PAUTA FALLMBANG,

HARNOJOYO

NOMOR &%




